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PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan kurator bersifat teritorial maka dalam pelaksanaannya dapat
menghadapi berbagai kendala yuridis dalam eksekusi aset debitor.
Diketahui bahwa kurator tidak memiliki kewenangan untuk melakukan
pemberesan ataupun eksekusi aset debitor pailit yang berada di luar negeri
dikarenakan kurator diangkat beradasarkan Putusan Pengadilan Niaga
Indonesia sehingga kewenangan kurator hanya berlaku diyurisdiksi
Indonesia.

2. Kewenangan kurator ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan Indonesia
atau diangkat sesuai dengan hukum di wilayah Indonesia dan dapat diakui
di yuridiksi Indoesia, sehingga kedudukan hukum dari kurator tidak dapat
diakui di luar yurisdiksi Indonesia. Dengan demikian dapat diberikan
solusinya yakni solusi secara praktis kurator dapat meminta debitor untuk
memberikan surat kuasa kepada orang yang ada dimana aset debitor pailit
berada sehingga dapat dijual dan dapat membagikan kepada para kreditor,
solusi secara konsep yakni Indonesia segera meratifikasi UNCITRAL atau
mengharmonisasikan peraturan nasional dengan peraturan internasional
sehingga ada pengakuan terhadap kewenangan kurator.

3. Berdasarkan prinsip universal dan prinsip teritorial dalam pelaksanaan
penyelesaian eksekusi aset debitor pailit yang berada di luar wilayah
yurisdiksi Indonesia oleh kurator, bahwa dengan menggunakan pendekata-

pendekatan berikut in Universalism, Territorialism, Modified Universalism,
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Secondary Insolvency, dan Corporate-Character Contractualism maka,
kurator dapat melaksanakan kewajibannya dalam menyelesaikan tugas
untuk membereskan aset debitor pailit yang di laur negeri dengan mudah.
B. Saran
Pemerintah Indonesia segera melakukan harmonisasi hukum kepailitan
dengan standar internasional, khususnya UNCITRAL Model Law on Cross-
Border Insolvency. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan
perlindungan bagi para Kreditor dan Debitor yang terlibat dalam kasus
kepailitan lintas batas. Selain itu, Indonesia juga perlu meningkatkan
kerjasama dengan negara-negara lain, baik melalui perjanjian bilateral
maupun multilateral, untuk memfasilitasi pengakuan dan pelaksanaan
putusan pailit dari pengadilan asing. Dengan demikian, Indonesia dapat
mengatasi masalah kewenangan kurator dalam mengeksekusi boedel pailit di
luar batas yurisdiksi Indonesia, serta menghindari konflik hukum dengan
negara lain Dan mengadopsi beberapa model pendekatan dalam Cross Border
Insolvency sehingga kedepannya perkara kepailitan lintas batas dengan
mudah diselesaikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan yakni

Kurator maupun Hakim Pengawas.
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